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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 

karunia-Nya penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023 dapat diselesaikan. 

Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 

Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik 

Laporan ini disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Bidang 

Informasi Komunikasi Publik khususnya pada kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan 

Informasi Publik Pemerintah Kota Bogor, dan juga sebagai PPID Utama. Laporan 

Peningkatan Kapasitas PPID ini merupakan bagian dari Keterbukaan Informasi Publik yang 

dilakukan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. 

Laporan ini diharapkan dapat mengukur Kinerja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan Fungsi sebagai Pelayanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota 

Bogor. 

 
 

 
Bogor, Januari 2024 

Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Bogor 

 

 
ttd 

 

 
RAHMAT HIDAYAT, S.Sos. MM 
Pembina Utama Muda 
NIP. 197408181993031001 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Laporan Kegiatan 

Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Undang- Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk memenuhi amanat 

dalam Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri 

dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Laporan ini memuat gambaran 

implementasi pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor 

selama tahun 2023. Pengolahan data merupakan data terbaru yang dihimpun per 

tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023, dimana data ini didapat 

dengan menyebarkan kuesioner kepada tiap-tiap Perangkat Daerah di lingkup 

Pemerintah Kota Bogor. 

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi 

Publik sub kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, bahwa dalam kegiatan setiap tahunnya 

mengagendakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat 

Pengelola Informasi Publik di lingkup Perangkat Daerah di Kota Bogor. 

Pemerintah Daerah Kota Bogor juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Bogor 

Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tatacara Layanan Informasi Publik di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bogor. Peraturan Walikota tersebut mengatur standar layanan 

informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sesuai dengan 

Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu diLingkungan Pemerintah Kota 

Bogor. 

Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap Tahun mengadakan Evaluasi 

dan monitoring PPID berupa pengisian materi Kuesioner dan peran serta 

digitasliasasi dalam pembangunan. 

Kota Bogor pada Tahun 2021 mendapat predikat Kategori Cukup 

Informatif, Tahun 2022 mendapat predikat kategori Menuju Informatif, dan pada 
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Tahun 2023 mendapat Predikat sama yaitu Kategori Menuju Informatif. Hal ini 

berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa 

Barat, diadakan setiap tahunnya dengan mengisi kuesioner yang disediakan dari 

Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, Kategori Menuju Informatif ini dengan 

diraihnya point 89,90, Kategori Cukup Informatif ini juga sesuai target pada 

Reinstra 2019-2024 di Kota Bogor 

Peningkatan Kapasitas bagi PPID ini dilakukan sebagai salah satu wadah 

bagi pengelola PPID dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan informasi 

publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, tramnsparant dan 

bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pada 

kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID ini masih ada Perangkat Daerah yang belum 

memenuhi dan paham akan adanya Undang-undang Keterbukaan informasi Publik 

ini, untuk itu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Tahun 2023 ada 

beberapa kategori informatif diantaranya: 

1. Informatif 

2. Menuju Informatif 

3. Cukup Informatif 

4. Tidak Informatif 
 
 

Pengelolaan keterbukaan informasi Publik ini dapat menjadi acuan dalam 

pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Menurut 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Keberadaan Undang-undang 

tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum 

yang berkaitan dengan : 

(1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; 

(2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi 

secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; 

(3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; 

(4) Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan 

pelayanan Informasi. 

Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan Pasal 44 (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan 

alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat : 

a) menghambat proses penegakan hukum; 

b) mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan 
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pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 

c) membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 

d) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori 

dilindungi kerahasiaannya; 

e) merugikan ketahanan ekonomi nasional; 

f) merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri; 

g) mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir 

ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; 

h) mengungkapkan rahasia atau data pribadi; 

i) mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu 

dirahasiakan. Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pencipta arsip wajib menentukan 

prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas 

untuk kepentingan pengguna arsip. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan 

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi. 

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah; 

4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 

Pelayanan Publik; 

5. Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu diLingkungan Pemerintah 

Kota Bogor; 

6. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2022 tentang Standar layanan 

Informasi Publik; 
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C. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID adalah : 

1) Pemetaan badan publik di dalam pengelolaan pelayanan Informasi Publik di 

lingkungan Pemerintah Kota Bogor; 

2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terhadap hak akses bagi masyarakat; 

3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) dapat 

berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana); 

4) Badan publik dapat mengetahui kategori informasi publik seperti Informasi 

Berkala, Informasi serta Merta, Informasi Setiap saat dan Informasi yang 

dikecualikan; 

5) Badan Publik Dapat memutakhirkan Daftar Informasi Publik setiap tahunnya. 
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BAB II 
PENGOLAHAN DATA 

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara 

yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena 

makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan 

negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk 

memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan 

masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. 

Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bogor yang dilaksanakan 

oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap tahunnya diharapkan dapat 

meningkatkan presentase di Kategori Cukup Informatif menjadi Menuju Informatif. 

Oleh karenanya diawali dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang setiap tahunnya dilaksanakan dengan 

beberapa proses tahapan untuk tersedianya laporan Keterbukaan Informasi Publik 

dan akan diserahkan ke Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap Bulan Maret 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan 

2. Tahap Penyusunan 

3. Tahap Penyelesaian 
 
 

Dibawah ini adalah Tahapan dalam perencanaan Peningkatan Kapasitas PPID 

Tahun 2023 sebagai berikut : 

 

A. Tahap Perencanaan 

Pada Tahap ini dibentuk tim PPID yang akan melaksanakan monitoring, 

sosialisasi dan evaluasi PPID dengan berdasar kepada Undang-undang No 14 

tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu dengan menerbitkan Surat 

Perintah dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. 
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A.1. Rencana Aksi Sosialisasi Ke Perangkat Daerah 

 

No. Kegiatan Waktu 
Pelaksanaan 

Jumlah Hari 
Kerja 

1. Persiapan Januari 2023 6 

2. Pengumpulan Data Daftar 
Informasi publik 

Maret 2023 2 bulan 

3. Monitoring dan Evaluasi 

Internal 

April-Mei-Juni 

2023 

3 bulan 

4. Kunjungan Monev PPID 
internal 

Mei- Juni 2023 2 bulan 

5. Sosialisasi E Monev Propinsi Juli-Agustus 2023 2 bulan 

6. Pelaksanaan E Monev PPID Juli- Desember 
2023 

5 bulan 

7. Self assesment KIP Desember 2023 1 bulan 

 
A.2. Persiapan Pelaksanaaan Monitoring dan evaluasi PPID 
a) Pembuatan surat permohonan database 
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b) Rencana Kunjungan Pembinaan PPID Utama ke Perangkat Daerah 
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c) Rapat Sosialisasi E-Monev PPID 
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d) Self Assesment 
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e) Surat Perintah Monitoring, Evaluasi, Sosialisasi PPID 
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f) Struktur Organisasi 
 

 

g) Hasil Monev Sarana Prasarana Wajib PPID pada Perangkat Daerah/ 
PPID Pelaksana 

 
dibawah ini adalah dokumentasi kunjungan kepada perangkat Daerah di 
Lingkungan Kota Bogor, sebgai berikut: 

DINAS KESEHATAN 
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BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA 
 

 
 
 

 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
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DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
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DINAS PENDIDIKAN 

 

 
 

21 



 

 
DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 

 
 

 
DINAS SOSIAL 
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DINAS PERHUBUNGAN 
 

 
 
 
 
 

 
DP3A 
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KECAMATAN BOGOR UTARA 

 

 
KECAMATAN BOGOR BARAT 

 

 
KECAMATAN BOGOR TIMUR 
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BKAD 
 

 
DISPERINDAGKOP 
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DISPORA 

 

 
DISPARBUD 

 

 
B. Tahap Penyusunan Laporan 

Dibawah ini adalah Hasil dari Monitoring dan Evaluasi PPID, dimana Self 

Assesment perihal Keterbukaan Informasi telah dibagikan kepada Perangkat 

Daerah di lIngkungan Pemerintah Kota Bogor. 
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B.1. Self Assesment 
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2. Hasil Self Assesment Keterbukaan Informasi Publik 

Self assesment yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor adalah sebagai 

evaluasi internal pada badan publik, agar PPID Pelaksana dapat melengkapi 

kekurangan baik sarana dan prasarana, maupun transparansi datanya untuk 

memudahkan pemohon informasi mencari informasi di Lingkungan Pemerintahan Kota 

Bogor. 
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B.2. Daftar Informasi Publik Tahun 2023 

a) Daftar Informasi Perangkat Daerah 

DIP adalah daftar informasi yang dapat diakses publik, sementara DIK 

merupakan daftar informasi yang dikecualikan dari informasi publik, 

yakni informasi yang bersifat terbatas dan rahasia sehingga tidak 

dapat diakses publik, meski publik mengajukan permohonan 

informasi. 

Tersedianya Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang 

dikecualikan akan berkontribusi bagi semakin meningkatnya 

Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus menghindari potensi 

sengketa informasi, semisal permohonan informasi publik yang 

ternyata terbatas dan rahasia, namun tidak dicantumkan dalam DIK, 

PPID Pelaksana wajib menyusun DIP dan DIK, membahas kriteria 

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, 

informasi serta merta, hingga informasi tersedia setiap saat dan 

informasi yang dikecualikan. Dibawah ini contoh DIP yang dibagikan 

ke Perangkat Daerah untuk diisi: 
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b) Daftar Informasi Yang Ditutup 
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C. Tahap Penyusunan Laporan 

Dari hasil rekapan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kota Bogor, maka didapat pemeringkatan ketebukaan 

informasi public yaitu sebagai berikut: 

C.1.  Sepuluh PPID Pelaksana terbaik dalam Pelayanan Informasi versi 
Monitoring dan Evaluasi Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota 
Bogor Tahun 2023 adalah: 

 

OPD Peringkat 

Dinas Kesehatan 1 

DPMPTSP 2 

Disdukcapil 3 

BKPSDM 4 

Kecamatan Bogor Timur 5 

DPUPR 6 

BKAD 7 

Disperindagkop 8 

Dinas Lingkungan Hidup 9 

Dinas komunikasi dan 
Informatika 

10 

 

Peringkat pada PPID Pelaksana/pembantu terbaik didapat dan diukur 

dengan menggunakan system Pendukung keputusan PPID(SIPEKA-PPID). 

Metode dalam sistem pendukung keputusan ini adalah untuk Penunjang 

Keputusan Pemeringkatan Perangkat Daerah Tingkat Kota Bogor dalam 

rangka untuk Rekomendasi Pemeringkatan Perangkat Daerah didalam 

Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat, maka 

harus dibuat inovasi baru guna mendukung data, sarana dan prasana pada 

organisasi perangkat daerah. 

Data kriteria didapatkan dari ketentuan yang sudah ada yaituPeraturan 

Komisi Informasi Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Metode danTeknik Evaluasi 

Keterbukaan Informasi Badan Publik dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 70 

Tahun 2022 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bogor dan hasil wawancara dengan pihak yang 

bersangkutan untuk penetuan kriteria, sub kriteria dan bobot diambil dari 

Peraturan Komisi Informasi Nomor. 01 Tahun 2021 tentang standar layanan 

informasi.. 
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C.2. permohonan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah Tertinggi 

 

NO OPD 

1. Dinas Kesehatan 

2. DPM PTSP 

3. DPUPR 

4. Dinas Pendidikan 

5. Dinas Sosial 

6. Dinas Komunikasi dan Informatika 

7. BKPSDM 

8. Disdukcapil 

9. Bapeda 

10. BKAD 

11. Bapenda 

 

Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik, permohonan pelayanan 

informasi pada Perangkat Daerah dapat terbagi menjadi  3 bagian yaitu : 

1. Permohonan informasi secara langsung (tertulis dengan datang 

langsung ke badan publik) 

2. Permohonan informasi secara tidak langsung (permohonan informasi 

secara tulisan baik media elektronik surat email) Permohonan informasi 

public ini wajib dibuka oleh badan public diantaranya : 

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 

b. Informasi yang  wajib diumumkan  secara serta merta; dan/atau 

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat 

 
C.3. Standar Pelayanan Informasi 

 

 
MEMILIKI STANDAR 

PELAYANAN 
INFORMASI 

Informasi 
tidak 

tersedia 

Informasi 
disediakan 

tidak 
lengkap 

Informasi 
disediakan 

lengkap 

 
 
JUMLAH 

OPD 

 
 

% 

Meja pelayanan informasi 
publik 

  35 35 100 % 

Papan Pengumuman 
informasi 

 10 25 35 80,64% 
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Sarana khusus bagi 
pemohon informasi yang 
berkebutuhan khusus 

25 
 

10 35 51,61% 

Standar biaya memperoleh 
informasi publik 

18   35 58,06% 

Maklumat Pelayanan 
informasi publik 

  18 35 58,06% 

Formulir permohonan 
informasi publik 

 14  35 45,16% 

Buku registrasi pencatatan 
permohonan informasi 
publik 

18   35 58,06% 

Tanda bukti permohonan 
informasi publik 

  18 35 58,06% 

Format pemberitahuan 
tertulis sebagai jawaban atas 
permohonan informasi 

9   35 29,03% 

Format surat keputusan 
PPID tentang penolakan 
permohonan informasi 

10  5 35 48,38% 

Formulir keberatan 12   35 38,70% 

Buku Register Keberatan 18   35 58,06% 

Format Tanggapan atasan 
PPID atas keberatan 

 12  35 38,70% 

Penetapan PPID tentang 
klasifikasi informasi yang 
dikecualikan beserta hasil 
pertimbangan tertulis yang 
telah dilaporkan dan 
mendapat persetujuan 
pimpinan badan publik 

18   35 58,06% 

Sistem pelayanan informasi 
dan dokumentasi yang 
terintegrasi untuk mengelola 
informasi publik secara baik 
dan efisien sehingga diakses 
dengan mudah 

  18 35 58,06% 

Membuat, dan 
menyampaikan laporan PPID 
kepada PPID Utama 

12   35 38,70% 

 
Standar pelayanan informasi ini adalah ukuran yang dijadikan pedoman 

dalam memberikan layanan, penyediaan dan penyampaian informasi publik. 

Ukuran standar pelayanan informasi ini yang harus disediakan pada tiap-tiap 
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badan publik. Berdasarkan monitoring dan evaluasi pada tahun 2022 yang 

didapatkan hasilnya melalui rekapan standar pelayanan informasi yang 

disebar melalui kuesioner bahwa kesimpulannya ada 3 perangkat daerah 

yang belum memahami dan belum mengisi sepenuhnya kuesioner yang telah 

dibagikan, sampai batas waktu yang ditetapkan. Hasil kuesioner ini 

digunakan sebagai dasar pembuatan laporan Keterbukaan Informasi Publik 

kepada Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat dan juga sebagai evaluasi dari 

PPID Utama kepada PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. 

 
C.4. Rekapitulasi Pelayanan Informasi 

 

MEMILIKI FORM 
PERMOHONAN 

INFORMASI 

 
JUMLAH 

OPD 

 
 

 
PERSENTASE 

Ya 29 80,55% 

Tidak 6 16,67% 

Tercatat 21 Perangkat Daerah yang memiliki Form Permohonan Informasi 

sepanjang tahun 2023 dengan presentase sebanyak 80,55% Form 

Permohonan informasi ini telah dimiliki oleh semua Perangkat Daerah yang 

ada di lingkungan Kota Bogor, yang terdiri dari Formulir Permohonan 

Informasi, Register Permohonan Informasi, Penolakan Permohonan 

Informasi, Formulir Keberatan, Register Keberatan, Tanggapan Atasan PPID 

atas Keberatan, Tanda Bukti Permohonan Informasi, hanya pelaksanaan 

dan penggunaan formulir masih harus diadakan bimbingan teknis dalam hal 

cara pengisiannya. 

 
C.5. Rekapitulasi Permohonan Informasi 

 

 
JUMLAH PERMOHONAN 

INFORMASI 

 
 
 

PERSENTASE 

 

Kurang dari 100 

30% 

 
100 sd 500 

40% 

Lebih dari 500 
25% 
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Pelayanan informasi public pada badan publik dalam hal Permintaan 

Informasi Publik baik yang dikabulkan maupun tidak,badan public dalam hal 

ini PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat 

dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai 

dengan Standar Pengumuman, dimana pemohon informasi dapat meminta 

informasi ke meja informasi dengan mengisi register permohonan informasi 

kepada petugas informasi di badan publik.Persentase diatas diambil dari 

rata-rata jumlah permohonan informasi di Perangkat Daerah yang melayani 

Pelayanan Publik. 

C.6. Sikap Perangkat Daerah Terhadap Permohonan Informasi 

 

 
SIKAP TERHADAP 

PERMOHONAN 

INFORMASI 

 
JUMLAH 

PERMOHONAN 
INFORMASI 

 
PERSENTASE 

(%) 

Dipenuhi 
36 100% 

 
Ditolak 

0 0 

 
Tidak Disikapi 

0 0 

 
Permohonan informasi sebagai contoh pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Bogor sepanjang tahun 2022, tercatat ada 6 permohonan 

informasi dengan presentase sebanyak 100% yang diajukan oleh masyarakat. 

C.7. Petugas Administrasi 

 

MEMILIKI 
PETUGAS 

 
JUMLAH OPD 

 
PERSENTASE 

Ya 36 100 % 

Tidak   

 
Perangkat Daerah sebagai PPID Pelaksana diwajibkan memiliki petugas 

administrasi untuk mencatat dan meregister Permohonan Informasi yang 

masuk, dan melaporkan hasilnya kepada PPID Utama setiap tahun. 

Berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 

tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di 

Lingkungan Pemerintah Kota Bogor bahwa yang melaksanakan tugas 
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perbantuan pada PPID adalah yang memiliki Jabatan Perencanaan dan 

Pelaporan pada PPID Pelaksana(Badan Publik). 

 
C.8. PPID Aktif 

Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat mengharapkan hubungan 

yang transparan serta interaktif dua arah. Transparansi informasi pemerintah 

dikelola dan diawasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID).Transparansi pemerintahan diperkuat dengan adanya Undang- 

Undang No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong 

setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, 

biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. PPID juga bertugas 

menyediakan informasi bagi masyarakat atau pemohon. Dibawah ini PPID 

yang aktif di Lingkungan Kota Bogor sebagai berikut: 

PPID Aktif JUMLAH OPD PERSENTASE 

YA 35 100% 

TIDAK - - 

Dengan rumus Jumlah PPID aktif  x 100 = 35 x 100=100% 

Jumlah total PPID 35 
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BAB III 
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI 

 
Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, Sengketa Informasi Publik diartikan sebagai sengketa yang terjadi antara 

Badan Publik dengan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak 

memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. 

Jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai 

pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dan hambatan- 

hambatan, Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta, serta 

masyarakat tidak puas atas perlakuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah 

terjadi sengketa informasi. 

Sengketa informasi publik mulai terjadi jika Pemohon informasi mengajukan 

keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

atau petugas pelayanan informasi di sebuah badan publik. Ada beberapa faktor 

sehingga Pemohon informasi mengajukan keberatan ke atasan PPID. Faktor-faktor 

ini bisa juga dikatakan sebagai penyebab terjadinya sengketa informasi publik. 

Faktor tersebut berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, yaitu : 

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; 

2. Tidak disediakannya informasi berkala; 

3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi; 

4. Permintaan informasi di- tanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 

5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi; 

6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 

7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang- 

Undang ini. 

Alasan sebagaimana dimaksud angka 2-7 di atas dapat diselesaikan secara 

musyawarah oleh kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), penyelesaian sengketa informasi 

publik melalui proses tingkatan sebagai berikut: 

1. Tingkat internal badan publik diselesaikan melalui mediasi; 

2. Tingkat Komisi Informasi melalui cara mediasi dan/atau Ajudikasi Non 

Litigasi 
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3. Tingkat Pengadilan melalui Gugatan/keberatan atas Putusan Komisi 

Informasi. Proses penyelesaian tersebut harus dilakukan secara 

bertingkat, jika tidak selesai di proses pertama maka lanjut ke proses 

berikutnya begitu sampai terakhir. 

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa informasi publik di internal badan 

publik merupakan tahap awal dari penyelesaian sengketa informasi. Penyelesaian 

sengketa secara internal ini merupakan syarat yang harus ditempuh oleh setiap 

pemohon informasi sebelum memasuki penyelesaian sengketa melalui Komisi 

Informasi. Pengajuan Surat Keberatan oleh Pemohon informasi kepada atasan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/ badan publik merupakan 

awal dimulainya rangkaian penyelesaian sengketa informasi. 

Dalam proses menunggu jawaban surat keberatan tersebut sebenarnya 

adalah kesempatan bagi badan publik untuk menjelaskan kepada Pemohon soal 

kenapa sebuah informasi tidak diberikan atau diabaikan, diharapkan terjadi 

komunikasi intensif antara Pemohon dan badan publik untuk bermusyawarah agar 

menemukan solusi terhadap sengketa yang terjadi sehingga hak-hak Pemohon 

bisa terpenuhi dan badan publik juga bisa menunaikan kewajibannya sesuai 

perintah undang- undang. 

Terkait sengketa informasi publik, terdapat 2 (dua ) sengketa informasi public 

yang diselesaikan melalui mediasi penyelesaian sengketa informasi pada tingkatan 

Komisi Informasi Tahun 2023. Adapun sengketa informasi yang penyelesaiannya 

sampai pada tingkat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 2 (dua) perkara sengketa 

informasi di tingkat Pengadilan Komisi Informasi. 

Terkait sengketa informasi publik, semuanya dapat diselesaikan sehingga 2 

kasus pada penyelesaian sengketa informasi hanya berlanjut mediasi hanya pada 

tingkatan Komisi Informasi. Adapun sengketa informasi yang penyelesaiannya 

sampai pada tingkat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (inkracht), dengan rincian sebagai berikut: 
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Menghadiri sidang sengketa informasi public di Komisi Informasi Jawa Barat pada 
bulan September 2023 terkait data Bantuan Sosial pada Dinas social Kota Bogor 
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BAB IV 
KESIMPULAN 

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, dan untuk memenuhi amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik Pemerintah Kota Bogor sudah melakukan kegiatan Monitoring 

kepada Setiap OPD yang di lakukan dengan cara pengisian data Kuisioner. Hasil 

pengisian Data Kuisioner ini menunjukkan hasil positif, yaitu hampir seluruh 

instansi telah melakukan Pengisian Data Kuisioner yang telah di berikan kepada 

setiap OPD. 

Secara umum standar dan sasaran kebijakan sudah diketahui oleh 

implementor dengan jelas namun pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. 

Standar dan sasaran kebijakan keterbukaan informasi publik sudah dirumuskan 

dengan cukup jelas pada beberapa kebijakan yang mengaturnya serta 

implementor yang terlibat yaitu PPID Kota Bogor sudah mengetahui terkait standar 

dan sasaran atau tujuan kebijakan belum dapat tercapai di Kota Bogor mengenai 

kendala yang dihadapi instansi dalam membagikan pembagian pengelola PPID, 

hampir semua instansi mengeluhkan faktor internalseperti kurangnya sumber daya 

manusia/ personil yang memadai. Demikian pula dengan penganggaran yang 

diperlukan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PPID 

Pembantu. Terlebih anggaran untuk sarana dan prasarana untuk mendukung 

kegiatan pelayanan informasi. 

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang disampaikan oleh masing- 

masing instansi serta untuk mendorong peningkatankualitas personil pendukung 

PPID Pembantu, diperlukan perencanaan yang lebih matang untuk membuat 

agenda kegiatanyang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan informasi 

dan pelayanan permohonan informasi. Kegiatan dimaksud antaralain berbentuk 

diskusi, baik berupa workshop tentang keterampilan yang dibutuhkan oleh para 

personil PPID Pelaksana. 
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Tentu masih banyak langkah lain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja 

seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor dalam mengimplementasikan amanat UU No 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satunya adalah 

melakukan penyesuaian SK penunjukan PPID utama dan Pelaksana. Hal ini dilakukan 

terkait adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kota Bogor. 

Pemerintah Kota Bogor telah mengalih tugaskan tugas pokok, pelayanan dan 

fungsi kehumasan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Diharapkan, 

dengan dipindahkannya tupoksi kehumasan kepada Diskominfo Kota Bogor, 

pelayanan kehumasan akan berjalan lebih optimal dan sinergis untuk pelayanan publik 

yang lebih efektif, transparan dan terintegrasi. Pada akhirnya, laporan ini kami maknai 

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023. 
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